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Pemilu dan Putusan Mahkamah Konstitusi

Saat-saat ini adalah saat-saat yang penting bagi masa depan demokrasi dan
tegaknya konstitusi di Indonesia karena lembaga legislatif sedang
membicarakan Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu.
Fraksi Partai Golkar berusaha memanfaatkan dengan baik momentum ini
dengan mendiskusikan dan mencari masukan melalui Seminar yang
bermaksud “memastikan sistem pemilu yang tepat untuk Pemilu Serentak
2019 dalam Rangka Memperkuat Sistem Presidensiil”. Oleh karena Pemilu
Serentak 2019 bersumber dari Putusan Mahkamah Konstitusi maka sebagai
nara sumber saya akan memfokuskan makalah ini pada posisi Putusan MK

untuk dimasuki oleh pemikiran-pemikiran alternatif dalam seminar ini.

Pasca Reformasi 1998, tepatnya setelah dilakukannya perubahan dalam empat
tahap (1999-2002) atas Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (UUD 1945), ada komitmen dan upaya kuat bangsa kita untuk
membangun demokrasi yang substansial dan prosedural dalam sinergisitas
yang kuat. Di antara hal penting yang melekat pada komitmen dan upaya
tersebut adalah: Pertama, diselenggarakannya Pemilihan Umum (Pemilu)
secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil [Pasal 22E Ayat (1)};
Kedua, Pemilu dilaksanakan oleh sebuah komisi pemilihan umum yang

bersifat nasional, tetap, dan mandiri [Pasal 22E Ayat (5)]; Ketiga, perselisihan

! Disampaikan pada Seminar FPG-DPR-RI “Memastikan Sistem Pemilu yang Tepat untuk Pemilu Serentak 2019
Dalam Rangka Memperkuat Sistem Presidensiil” di Gedung DPR-RI pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017.
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